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ABSTRACT

Pantai Paku is a coastal tourism attraction located in Paku Village, Kelumbayan District, Tanggamus
Regency, Lampung Province. This study aims to identify the role of the village government in developing
the Pantai Paku tourism area and its impact on community welfare. A qualitative descriptive approach
was used with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show
that the village government acts as a regulator, facilitator, promoter, and coordinator in tourism
development. These roles contribute to increasing community income, creating new employment
opportunities, and enhancing local skills in the creative economy sector. Thus, community-based tourism
management supported by village government plays a crucial role in improving local welfare and
fostering sustainable rural development.
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ABSTRAK

Pantai Paku merupakan salah satu objek wisata bahari yang terletak di Desa Paku, Kecamatan
Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Pantai Paku dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat sekitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, promotor, dan
koordinator dalam pengembangan pariwisata. Peran tersebut berkontribusi pada peningkatan
pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan keterampilan lokal dalam sektor
ekonomi kreatif. Dengan demikian, pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang didukung oleh
pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan warga dan menjadi model pembangunan desa
berkelanjutan

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengembangan Wisata, Kesejahteraan Masyarakat, Pantai
Paku.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dikarenakan memilki laut yang luas, Luas wilayah laut
Indonesia sangat besar dan sejalan dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia. Kemudian hal inilah yang menjadi daya tarik dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang
menduduki wilayah pesisir Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebagai mata
pencaharian penduduk sekitar seperti mengelola laut tersebut menjadi destinasi wisata.
Indonesia juga dikenal dengan keberagaman pariwisatanya, dan sejalan dengan perkembangan
pariwisata secara global, pariwisata di Indonesia telah mampu memberikan kontribusi terhadap
perekonomian nasional.
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Pantai Paku merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Desa Paku, Kecamatan
Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Secara geografis, Pantai Paku berada
di pesisir barat Kabupaten Tanggamus dan memiliki koordinat lokasi £5°34' LS dan 104°27'
BT. Pantai ini termasuk dalam kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera
Hindia, dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3—4 jam dari pusat kota Bandar Lampung
melalui jalur darat yang sebagian besar masih berupa jalan beton dan tanah berbatu. Meskipun
akses menuju lokasi belum sepenuhnya memadai, keaslian dan keindahan alam Pantai Paku
menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri
dan belum terlalu ramai.

Adapun sebidang tanah yang terletak di garis pantai paku merupakan tanah milik perseorangan
dengan status hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang No.5
Tahun 1960 peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah di hibahkan kepada Pemerintah
Desa Paku untuk kepentingan masyarakat sekitar untuk dikelola menjadi sebuah objek wisata
dan mulai berhasil dikembangkan oleh masyarakat setempat sejak tahun 2013. Sebelumnya
objek wisata Pantai Paku ini hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar desa untuk menikmati
suasana dan berkumpul bersama keluarga untuk bersantai menikmati udara segar.

Namun pada tahun 2019 Pantai Paku Mulai beroperasi untuk umum yang arti nya bukan hanya
masyarakat setempat saja yang mengunjungi melainkan sudah banyak wisatawan luar yang
mengunjungi Pantai Paku. Peningkatan jumlah pengunjung yang selalu terjadi setiap tahun
tersebut seharusnya memberikan peluang bagi warga setempat untuk melakukan
pengembangan terhadap objek wisata ini. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemuda/i dengan
berinisiatif untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

Namun dalam melakukan pengembangan objek wisata Pantai Paku ini secara luas, terdapat
kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu Tata kelola yang masih belum tersruktur seperti
pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana wisata. Meskipun sudah mulai beroperasi aktif
sejak tahun 2019 dan memiliki jam operasional mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Pantai paku
hanya ramai pengunjung sebagai objek wisata di hari-hari tertentu saja seperti hari raya, libur
tahun baru, dan liburan sekolah saja.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala seperti Sumberdaya yang terbatas dimana
Pengelolaan wisata hanya melibatkan pemuda/i setempat, kendala selanjutnya yaitu akses jalan
menuju tempat wisata sangat buruk dan perlu diperbaiki akses jalan menuju tempat wisata,
terakhir yaitu Kurangnya sistem administrasi dan sarana prasarana ini seharusnya menjadi
perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah desa setempat, jika dengan terpenuhi nya
sistem administrasi yang baik dan sarana prasarana yang memadai justru akan menarik
wisatawan untuk berdatangan dan ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk
perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kemampuan untuk melakukan
kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efesien. Kendala Pemerintah desa pada
pengembangan wisata pantai paku ini juga belum terdapat bantuan dari pemerintah pusat dalam
pembangunan dan pengembangan objek wisata dikarenakan dana yang digunakan tidak sedikit
dan cukup besar. Selain itu akses jalan untuk mengunjungi wisata pantai paku masih sangat
sulit, sebab masih ada beberapa jalan yang belum diaspal, ketika hujan akan menghambat
perjalanan orang yang akan berkunjung di karenakan jalan nya becek dan licin.

Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kemampuan untuk
melakukan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efesien. Kendala
Pemerintah desa pada pengembangan wisata pantai paku ini juga belum terdapat bantuan dari
pemerintah pusat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata dikarenakan dana yang
digunakan tidak sedikit dan cukup besar. Selain itu akses jalan untuk mengunjungi wisata pantai
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paku masih sangat sulit, sebab masih ada beberapa jalan yang belum diaspal, ketika hujan akan
menghambat perjalanan orang yang akan berkunjung di karenakan jalan nya becek dan licin.
Dalam rangka proses pengembangan objek wisata pantai paku pemerintah desa paku berperan
serta mempromosikan sumberdaya pariwisata yang ada di Desa Paku, Oleh sebab itu
diperlukannya pengelolaan dari aspek lingkungan yang terarah dan terencana dari pemerintah
untuk menarik minat pengunjun keberlanjutan wisata kedepannya.

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : “Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Objek Wisata Studi pada
Pantai Paku Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ?”’

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, tanggung jawab kepala desa
antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan
membina serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab langsung
kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, menurut
Riant Nugroho dan Firre An Suprapto (2021:9), pemerintah desa berfungsi sebagai kepala
masyarakat desa, sehingga merupakan tingkatan pemerintahan terendah di wilayah Republik
Indonesia.

Menurut Ralph Linton peran pemerintah dalam pengembangan wisata dapat dibagi menjadi
beberapa dimensi, yaitu:

Peran Regulator

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek pariwisata,
seperti perizinan, standar pelayanan, dan perlindungan lingkungan.

Peran Fasilitator

Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata,
seperti infrastruktur jalan, sarana prasarana, dan upaya pengembangan UMKM Masyarakat.
Peran Promotor

Pemerintah melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan.

Peran Koordinator

Pemerintah bertindak sebagai koordinator antara berbagai pihak yang terlibat dalam
pengembangan pariwisata, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi
(Isra Hayati ,2021:7).

Pengembangan Parwisata

Samsul Alam Paturusi, menyatakan pengembangan merupakan strategi yang digunakan untuk
memajukan, memperkaya, dan memperbaiki keadaan pariwisata suatu objek wisata agar dapat
dikunjungi wisatawan (Amerta, 2019:14). Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar
tempat wisata, pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat umum. Menurut Robert Christie
Mill, tujuan utama pengembangan pariwisata adalah memaksimalkan pendapatan dan
mengurangi masalah. Ada enam tahap pengembangan pariwisata dengan serangkaian
konsekuensi dan efek yang berbeda (Amerta, 2019:14). Mengacu pada pernyataan diatas,
bahwa dapat penulis simpulkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan
kemampuan bisnis saja tetapi melainkan melibatkan 3 pilar yaitu Masyarakat, Pemerintah dan
Pihak swasta.
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Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat secara umum mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar
manusia, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lingkungan hidup yang baik
(Bappenas, 2020). Dalam konteks pembangunan pariwisata, kesejahteraan dapat dilihat dari
peningkatan kualitas hidup warga sekitar destinasi wisata. Menurut Sen (1999), kesejahteraan
mencakup aspek kebebasan berusaha, partisipasi, dan akses terhadap sumber daya. Menurut
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Pengertian Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu
kondisi dimana kondisi tersebut terpenuhi seperti kebutuhan spiritual, material, dan sosial bagi
warga negara sehingga dapat hidup layak dan dapat mengembangkan diri untuk dapat
melaksanakan fungsi sosial nya sebagai masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa,
masyarakat lokal, dan pelaku wisata, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa

Dari pembahasan keempat peran tersebut dapat peneliti disimpulkan bahwa Pemerintah Desa
Paku telah memainkan peran strategis dalam menjaga kesimbangan antara pemanfaatan dan
pelestarian Pantai Paku. Pada peran regulator menenkankan aspek kebijakan dan keteraturan,
peran fasilitator mendukung dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan, peran promotor
memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan peran koordinator menjembatani
berbagai pihak agar terlibat dalam pengelolaan secara harmonis dan terpadu.

Kesejahteraan Masyarakat

Pada keterlibatan masyarakat peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat di
Desa Paku telah menunjukan adanya rasa memiliki terhadap Kawasan wisata yang akhirnya
memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan
lingkungan. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam memberikan masukan ide dan gagasan
terkait pengembangan wisata yang menunjukan telah terbentuk nya ruang partisipasi yang aktif
antar warga dan pemerintah.

Menurut Peneliti Model pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Pantai
Paku juga memperlihatkan prinsip-prinsip ekowisata yang menekankan keterlibatan lokal,
pelestarian lingkungan dan kebermanfaatan ekonomi. Partisipasi masyarakat yang tinggi
menjadi kekuatan utama dalam menjamin keberlanjutan wisata, karena masyarakat memiliki
peran gandasebagai pelaku, penjaga dan penerima manfaat.

Persepsi Wisatawan terhadap Pengelolaan Objek Wisata Pantai Paku

Persepsi wisatawan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan suatu
destinasi wisata.

Aksesibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wisatawan, diketahui bahwa akses menuju
Pantai Paku masih menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata. Sebagian besar
pengunjung menyebutkan bahwa jalan menuju lokasi masih belum sepenuhnya baik, terutama
menjelang lokasi pantai, di mana kondisi jalan sempit, berbatu, dan licin saat musim hujan.
Akses yang sulit ini menjadi hambatan utama bagi wisatawan luar daerah. Dalam konteks teori
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transportasi pariwisata, Leiper (1990) menyatakan bahwa aksesibilitas yang buruk dapat
menurunkan niat kunjungan dan mengurangi kenyamanan wisatawan, meskipun daya tarik
utamanya cukup tinggi.

Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas pendukung merupakan komponen penting dalam membentuk kualitas destinasi wisata.
Wisatawan mengungkapkan bahwa fasilitas di Pantai Paku masih tergolong minimalis dan
belum terstandar. Meski tersedia kamar mandi umum, gazebo, dan tempat parkir, jumlah dan
kualitasnya belum memadai. Fasilitas kebersihan pun belum dikelola dengan baik. Hal ini
sejalan dengan pendapat Gunn (1994), yang menyatakan bahwa fasilitas penunjang merupakan
salah satu dari lima elemen utama sistem destinasi pariwisata, dan kekurangan pada aspek ini
dapat memengaruhi citra dan daya saing destinasi.

Daya Tarik Wisata

Daya tarik utama Pantai Paku menurut wisatawan terletak pada keaslian dan kealamian
lingkungannya, seperti pasir putih, ombak yang bersih, serta suasana yang masih tenang dan
tidak terlalu ramai. Hal ini menjadi nilai jual yang tinggi dalam perspektif ekowisata. Pendapat
ini sesuai dengan teori dari Fennell (2003), yang menyatakan bahwa wisata berbasis alam yang
masih alami dan minim polusi visual sangat disukai oleh wisatawan yang mencari ketenangan
dan pengalaman autentik. Namun demikian, wisatawan juga menyayangkan bahwa promosi
dan pemasaran Pantai Paku masih kurang, sehingga belum banyak dikenal secara luas di luar
daerah.

Pelayanan dan Pengelolaan

Pelayanan yang diberikan oleh masyarakat dan pengelola Pantai Paku dinilai cukup ramabh,
namun belum terstruktur secara profesional. Tidak adanya petugas informasi atau pemandu
wisata membuat wisatawan kesulitan memahami batas batas dan potensi lain dari lokasi. Dalam
teori manajemen destinasi menurut Cooper et al. (2008), pengelolaan destinasi yang baik
melibatkan tidak hanya penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pelayanan informasi, keamanan,
dan manajemen pengunjung yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui Pengembang objek Wisata Pantai Paku dapat ditarik
Kesimpulan sebagai berikut:

Peran sebagai Regulator, Pemerintah Desa Paku telah menjalankan fungsinya dalam
menetapkan aturan-aturan dasar yang mengatur tata kelola objek wisata Pantai Paku. Hal ini
terlihat dari penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, termasuk
pengaturan retribusi, kebersihan, dan keamanan lingkungan. Peran ini penting untuk
menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam aktivitas wisata.

Peran sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa menunjukkan peran aktif dalam memfasilitasi
masyarakat dengan membuka akses terhadap berbagai pelatihan, perizinan usaha, dan bantuan
sarana prasarana wisata. Pemerintah desa juga memediasi antara masyarakat lokal dengan pihak
eksternal, seperti Dinas Pariwisata atau investor, guna mempercepat pengembangan objek
wisata.

Peran sebagai Promotor, Pemerintah Desa turut mempromosikan objek wisata Pantai Paku
melalui berbagai media, baik secara konvensional maupun digital. Strategi promosi dilakukan
dengan menggandeng media sosial, menyelenggarakan event lokal, serta menjalin kerja sama
dengan pihak ketiga untuk menarik minat wisatawan. Promosi ini telah berdampak pada
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Paku dalam beberapa tahun terakhir.
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Peran sebagai Koordinator, Pemerintah Desa menjalankan fungsi koordinatif dengan
membentuk dan mengarahkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta melibatkan pemuda
dan masyarakat sekitar dalam kegiatan wisata. Koordinasi juga dilakukan antar lembaga desa
serta dengan stakeholder terkait agar pengembangan wisata berjalan terintegrasi, berkelanjutan,
dan berbasis partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu memperkuat regulasi pengelolaan wisata dengan memperjelas
batas kewenangan, menyusun SOP yang terstandar, dan meningkatkan kapasitas aparat
desa dalam penegakan aturan secara adil dan konsisten.

2. Peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi prioritas, terutama melalui pelatihan
berkelanjutan, pendampingan UMKM, serta pelibatan kelompok rentan (perempuan,
pemuda, dan nelayan) dalam kegiatan wisata.

3. Diversifikasi ekonomi berbasis wisata perlu dikembangkan untuk menghindari
ketergantungan tunggal pada musim wisata, misalnya dengan mengembangkan wisata
budaya, agrowisata, dan produk lokal berbasis komunitas.

4. Pemerintah desa bersama pemangku kepentingan hendaknya membentuk forum
koordinasi tetap untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kegiatan wisata secara terpadu, partisipatif, dan transparan.

5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan harus terus
ditanamkan melalui edukasi, kampanye sadar wisata, serta insentif sosial dan ekonomi
bagi masyarakat yang aktif menjaga kebersihan dan kelestarian Pantai.
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